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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27/PRT/M/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 24,

Pasal 32, Pasal 51, dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor

122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Sistem

Penyediaan Air Minum;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang

Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang

Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor16);
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4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 881);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian

Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah dalam Kerjasama Sistem Penyediaan Air Minum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

752);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk

Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYELENGGARAAN

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang

selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari

sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut

yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku

untuk Air Minum.
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2. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang

melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan

yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung

diminum.

3. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang

digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci,

peturasan, dan ibadah.

4. Air Minum Domestik yang selanjutnya adalah Air Minum

untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-

hari Air.

5. Air Minum Nondomestik adalah Air Minum yang

digunakan untuk aktifitas di permukiman selain untuk

kebutuhan Air Minum Domestik.

6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air

Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar

mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan

produktif.

7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat

SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana

penyediaan Air Minum.

8. Sistem Pengelolaan Air Limbah selanjutnya disingkat

SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana

pengelolaan air limbah.

9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan

dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan

sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar

manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada

masyarakat.

10. Proses Dasar Manajemen adalah serangkaian proses

kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi dalam rangka

mengoptimalkan manfaat dan fungsi SPAM.

11. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan

terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM

dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan
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kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru,

peningkatan, dan perluasan.

12. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan

terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana

SPAM terbangun yang meliputi operasi dan

pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya

manusia, serta kelembagaan.

13. Pembangunan Baru adalah kegiatan yang berkaitan

dengan pembangunan sarana dan prasarana yang

sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan

prasarana yang baru.

14. Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas

dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang

tersedia baik sebagian maupun keseluruhan.

15. Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan

pelayanan SPAM.

16. Operasi dan Pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka

menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan

prasarana SPAM sesuai dengan standar teknis.

17. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah

kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan

dan kompetensi sumber daya manusia dalam

pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.

18. Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi

teknis sarana dan prasarana SPAM seperti kondisi

semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur

teknis terlampaui.

19. Pengembangan Kelembagaan adalah kegiatan untuk

mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan SPAM yang

mengikuti tata kelola perusahaan yang profesional dan

akuntabel.

20. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk

memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air

permukaan untuk melakukan kegiatan usaha Air Minum

atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud
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dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang sumber daya air.

21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

23. Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM yang

selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang

dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan

Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh Negara.

24. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang

selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang

dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan

Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh Daerah.

25. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM selanjutnya

disingkat UPT adalah unit yang dibentuk khusus untuk

melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM

oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk

melaksanakan tugas teknis operasional tertentu

dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi

induknya.

26. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM

selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang dibentuk

khusus untuk melakukan sebagian kegiatan

Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai

wilayah kerja satu atau beberapa daerah

kabupaten/kota.
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